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NOMOR  10  TAHUN  2010 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  10  TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN 

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188.34/1623/SJ tanggal 27 April 
2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, 
berdasarkan hasil kajian tim dan Surat Menteri 
Keuangan Nomor S-283/MK.7/2010 tanggal 1 
Februari 2010 perihal pertimbangan Menteri 
Keuangan atas Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 
2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan 
Limbah Padat bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;  
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat; 

    
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);  

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan 
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2004 Nomor 29 Seri D); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007  Nomor 21); 
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  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).  

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

dan 

 

BUPATI BANDUNG 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI 
IJIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT. 

 
 

Pasal I 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 6 September 2010 
  
 BUPATI BANDUNG 
 

ttd 
 
 OBAR SOBARNA 
  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 6 September 2010  
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

ttd 
 
 

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2010  NOMOR 10 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

 
 

DADE RESNA, SH 

PEMBINA 
NIP. 19621121 199202 1 002 
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BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN 2011 

 


